Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

"L IVIU

Pendidikan SD,

pekerjaan  Tani, empat tinggal di  Kabupaten
Batang Hari , selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca surat- surat dalam berkas perkara,
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi- saksi

di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan
Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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3. Bahwa, kehid

awalnya rukun- rukun "saja selama 6 bulan (september
2009), namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan antara lain
a. Termohon bersifat pencemburu, misalkan
Termohon sering marah setiap Pemohon pulang
dari menyadap karet tanpa alasan yang jelas,
Termohon menginginkan Pemohon selalu berada
di dalam rumah ;

b. Termohon

seperti

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti
Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan

Disclaimer
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menyediakan makanan,

kurang melayani Pemohon dengan

Agung Rl nomor 144 SK/KMA/VI1/2007 mengenai Keterbukaan
bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan,
atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan
hubungi kami.

layaknya

dan Termohon

baik

mengurus Pemohon

oleh

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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rumah ora

yang sekarang (enam) bulan dan
semenjak itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun
batin diantara Pemohon dan Termohon ;

5. Bahwa pihak keluarga Pemohon maupun Termohon telah
berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun
tidak berhasil;

6. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut di
atas, Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di
depan sidang Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas,

Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan
Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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telah ber ' gan jalan

memberikan keduanya
rukun kembali mém anun tidak berhasil,
selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan dan  memberikan

kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan proses
mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
yang selanjutnya telah dilaksanakan pada tanggal 17 Februari
2011 oleh Hakim Mediator yang bernama Rogaiyah, S.Ag dan
medi asi tersebut tidak dicapai perdamaian, selanjutnya
mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa karena perdamaian tidak tercapai,

selanjutnya pada sidang lanjutan maka dilanjutkan dengan

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan
Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan MahlPta A ung Republik Indonesia

pembacaan

tnya atas

tidak

melayani

faknya seorang

isteri te

= Bahwa pada posita nomor 3 huruf d adalah tidak

benar, yang benar adalah orang tua Termohon tidak

tahu mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan
tanggapan (Replik) terhadap jawaban Termohon yang pada
pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula, yaitu
bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Dupliknya Termohon

tetap pada jawabannya semula dan Termohon menuntut nafkah

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan
Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Direktori Putusan Mahlebea A ung Republik Indonesia

sebagai berik

1. Nafka .800.000, -

bermeterai

aslinya (bukti
Bahwa selain

pula menghadirkan saksi- saksi sebagai berikut:

1. SAKSI |, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Kabupaten Batang hari, di bawah
sumpahnya pada pokoknya menerangkan hal- hal sebagai

berikut
= Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga ;

= Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon
menikah, namun Pemohon dan Termohon belum dikaruniai

anak ;

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan
Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Direktori Putusan Mahlaéata A ung Republik Indonesia

yang saksi

ika saksi

L3

-lﬁ lll

permasal ahan

= Bahwa saksi sudah  menasihati Pemohon agar jangan

bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI  Il, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan
Perangkat Desa, tempat kediaman di Kabupaten Batang
Hari, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan hal-

hal sebagai berikut

= Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga dan
sebagai perangkat desa dilingkungan Pemohon dan Termohon

tinggal ;

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan
Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer
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Direktori Putusan Mahlebatia A ung Republik Indonesia

dan

= Bahwa saksi Ayebab permasalahan

rumah tangga Pemohon™ dan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi
tersebut, Pemohon dan Termohon telah membenarkan dan Pemohon
dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada
permohonnnya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingk at uraian dalam
putusan ini, oleh karena segala hal ikhwal yang terjadi dalam
persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan,
maka Majelis Hakim juga menunjuk berita acara tersebut

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan
Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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maka maksud T dang Nomor 7

Tahun 1989 seba@ ) Undang- undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan dang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam
telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa  Mediasi telah dilaksanakan dan
berdasarkan laporan Hakim Mediator yang bernama Rogaiyah,
S.Ag tertanggal 17 Februari 2011 Mediasi dinyatakan gagal,
maka ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan
Termohon yang dikuatkan dengan alat- alat bukti di
Informast Bengadiian (5K 144) Dokumen Ini  bukan merupakan salinan otentik darl patusan pengadian. oleh

karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan
Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahleztata A ung Republik Indonesia

persidangan, s : fakta  hukum

Majelis mana yang

diamanatkan 974 jo. Pasal
3 Kompilasi Hukum bagi Pemohon dan
Termohon oleh karena Kondisi perkawinan  Pemohon dengan
Termohon telah dikategorikan dalam rumah tangga yang pecah
(Broken Mirrage);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah  suatu
perbuatan yang sedapat mungkin  untuk  dihindari karena
perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT,
namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka
mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut

di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan

bagi kedua belah pihak;

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan
Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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diterima

Dalam Rekonpens

Menimbang, bahwa an gugatan

ah ayat

(227)

Penggugat

Rekonpensi/Termohon Konpensi adalah sebagaimana terurai di

atas ;

Menimbang, bahwa karena gugatan

Rekonpensi/Termohon Konpensi telah diajukan pada

Penggugat

saat

jawabannya, dan sesuai dengan ketentuan pasal 157 dan 158

R.Bg rekonpensi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon

Konpensi tentang nafkah kelalaian selama 6 bulan

Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu

perbulan, Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan

sebanyak

rupiah)

ratus

Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan

Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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ribu rupiah [ : dua ratus ribu

nafkah
rupiah)

serta mut’ah pu rupiah) ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1)
Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera
Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan
salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi
tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat

Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam

daftar yang disediakan untuk itu ;

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan
Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Direktori Putusan Mahleziata A ung Republik Indonesia

pon Konpensi

Agama Muara

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon
Konpensi ;

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi  untuk
membayar  kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon
Konpensi nafkah berupa

a. Nafkah madhiyah selama 6 bulan sebesar Rp.
1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu
rupiah) ;

b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan
Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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